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ABSTRAK
Muthia Fadhilla 21042312 : Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sumatera Barat Dalam Meningkatkan
Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak
Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat
Pembimbing : Prof. Aldri Frinaldi S.H., M.Hum., Ph.D

Penelitian ini membahas Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sumatera Barat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap
Hak Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Sumatera Barat dalam memahami
pentingnya pendaftaran HKI

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan
metode Deskriptif pengumpulan data melalui wawancara, observasi, survei, dan
dokumentasi. Keabsahan data di uji menggunakan Teknik Triangulasi, sementara
analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan meliputi
program Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic), pemanfaatan
sistem pendaftaran online, serta sosialisasi dan edukasi langsung kepada
masyarakat dan pelaku usaha. Namun, efektivitas strategi ini masih menghadapi
kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya literasi digital, dan minimnya
pemahaman masyarakat tentang pentingnya HKI. Selain itu, faktor-faktor seperti
dukungan lembaga, kesiapan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor turut
memengaruhi keberhasilan pelaksanaan strategi.

Kata Kunci: Strategi, Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Kesadaran
Masyarakat, Kementerian Hukum Sumbar
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam
mendorong inovasi, Kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi
pelaku usaha. Namun, tingkat kesadaran terhadap pentingnya HKI di
Sumatera Barat masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha, yang belum
memahami manfaat serta prosedur pendaftaran HKI, sehingga banyak karya
dan inovasi mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan risiko pelanggaran HKI,
seperti pembajakan dan penggunaan tanpa izin, yang merugikan pencipta asli.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI), Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian
Hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan
pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya perlindungan HKI.
Upaya ini dilakukan melalui berbagai program sosialisasi, edukasi, dan kerja
sama lintas sektor yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pemahaman
HKI di kalangan masyarakat, khususnya para pelaku usaha.

Seiring dengan perkembangan industri kreatif di Indonesia, kesadaran
akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI) harus semakin
ditingkatkan. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami
dengan benar bagaimana melindungi KI atas karya atau produk yang mereka

miliki (Dgip.go.id, 2025). Kurangnya kesadaran ini juga berdampak pada



meningkatnya kasus pelanggaran HKI. Banyak karya intelektual yang diambil
atau digunakan tanpa izin, baik dalam bentuk plagiarisme, pembajakan,
maupun penggunaan desain tanpa hak. Hal ini tidak hanya merugikan pencipta
asli tetapi juga melemahkan ekosistem inovasi dan ekonomi kreatif di
Sumatera Barat. Sebagian dari pelaku industri kreatif enggan untuk
mendaftarkan hasil kreativitasnya karena mereka menganggap dalam hal
kepengurusannya memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah
(Ganefi, 2019).

Dengan memahami pentingnya HKI dan manfaat perlindungan
hukumnya, maka perlu adanya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan
kesadaran dan pemahaman masyarakat di Sumatera Barat. Perlindungan
desain industri penting , terutama dengan berkembangnya pasar di seluruh
dunia dan di Indonesia . Melindungi desain industri membantu mendorong
kreativitas dan menunjukkan rasa hormat serta dukungan bagi pencipta desain
tersebut.

Hak Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 Hak Desain
Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia
kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain
untuk melaksanakan hak tersebut. HKI ini penting untuk membantu
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak
Desain Industri dan kekayaan intelektual. Grafik di bawah ini menunjukkan

jumlah pendaftaran hak desain industri dari tahun 2020-2024.



Gambar 1.1 Jumlah Pendaftaran Hak Desain Industri Tahun 2020-2024
Sumber: data kemenkum sumbar

Pada grafik, terlihat adanya peningkatan signifikan dari tahun 2020 ke
tahun 2023, yang mencapai puncaknya dengan 672 hak desain industri.
Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan tajam menjadi 104 hak desain
industri. Melihat angka penurunan yang signifikan pada tahun 2024,
menunjukkan adanya tren yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Penurunan ini
mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi dan sosial
yang mempengaruhi minat dan kemampuan masyarakat untuk mendaftarkan
karya-karya mereka. Meskipun pendaftaran hak desain industri mengalami
lonjakan yang signifikan di tahun-tahun sebelumnya, penurunan pada tahun
2024 menandakan perlunya evaluasi lebih dalam mengenai efektivitas
program-program yang telah dijalankan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sumatera Barat, terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi mengenai
pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual.

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Arfad Sanjani Yuyan, S.H selaku

Pegawai Subbidang Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian



Hukum Sumatera Barat dalam awal wawancara peneliti pada tanggal 3
Oktober 2024, yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan pengamatan kami, adanya fluktuasi dalam jumlah
pendaftaran hak Desain Industri selama beberapa tahun terakhir.
Lonjakan yang terjadi hingga tahun 2023 sangat bagus,
menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi kami
membuahkan hasil. Namun, penurunan pada tahun 2024 menjadi
perhatian kami. Kemungkinan hal ini terjadi karena kesadaran
masyarakat mulai berkurang atau ada perubahan prioritas dalam
kegiatan mereka.”

Faktor penyebab penurunan permohonan hak desain industri salah
satunya adalah masalah prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual,
khususnya bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang kurang
memahami alur pendaftarannya. Proses pendaftaran Desain Industri memakan
waktu sekitar 6-12 bulan, tergantung dari kelengkapan dokumen dan
kompleksitas desain yang diajukan, dan memberikan perlindungan hukum
selama jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, dapat
mengurangi minat pelaku usaha untuk mengajukan pendaftaran KI. Sehingga
pendaftaran HAKI sebagai pengeluaran yang tidak mendesak dibandingkan
dengan kebutuhan operasional lainnya (Kamil, 2024).

Dalam wawancara awal peneliti 3 Oktober 2024, Bapak Muhammad
Farhan, S.Sos. selaku Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual dari Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengatakan bahwa:

“Prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual memerlukan banyak

persyaratan administratif, serta memakan waktu cukup lama,

sering kali menjadi hambatan bagi pelaku IKM atau UMKM,
sehingga menurunkan minat mereka untuk mengajukan

permohonan perlindungan atas karya atau produk yang mereka
miliki»



Pernyataan diatas juga di rasakan oleh Ibuk Heni selaku Pelaku Usaha ia
mengatakan:

“Saya mulai ngurus dari bulan Oktober tahun lalu, lengkapin

semua dokumen dan persyaratan. Setelah itu masuk tahap

verifikasi dan pengumuman. Prosesnya cukup lama, karena
pengumuman desain industrinya itu baru keluar sekitar bulan Mei

tahun ini. Jadi kurang lebih sekitar tujuh bulan.”(hasil wawancara

24 Juli 2025)

Dengan adanya kendala penurunan permohonan hak desain industri,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat memiliki strategi
mengadakan program Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP
Clinic), yang merupakan layanan kolaborasi antara Kementerian Hukum RI
melalui kantor wilayah Kementerian hukum untuk membantu perlindungan
Kekayaan Intelektual (KI), sehingga KI masyarakat terlindungi. Program ini
mempunyai tujuan memberikan informasi, penyuluhan, dan layanan
konsultasi langsung untuk masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM
yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan (Syafarud, 2022).
Meskipun program Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic)
telah dirancang untuk memberikan layanan langsung berupa konsultasi dan
penyuluhan kepada pelaku usaha, namun namun sejak Pemerintah pusat
menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada
keterbatasan pelaksanaan layanan tatap muka dan pendampingan secara
langsung. Akibatnya, beberapa kegiatan yang semula berbasis pembiayaan
tidak lagi bisa dijalankan dengan leluasa.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

dalam program Kekayaan Intelektual juga memanfaatkan teknologi dengan



menyediakan layanan pendaftaran secara online melalui website resmi

https://desainindustri.dgip.go.id/ Kepala Kantor wilayah mengambil peran

memberikan dorongan kepada instansi yang membidangi pembinaan industri
kecil dan menengah di Sumatera Barat terkait hak desain industri. (Sukamto,
2023). Strategi pemanfaatan teknologi melalui layanan pendaftaran online
pada website resmi merupakan inovasi yang bertujuan untuk mempermudah
proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak desain industri.
Pelaku usaha mikro tidak mengerti dalam melakukan pendaftaran online untuk
mengunggah dokumen persyaratan (Alatas, 2022). Masih terdapat masyarakat
yang kurang memahami penggunaan platform online tersebut secara mandiri.
Ini menunjukkan bahwa walaupun sistem pendaftaran daring sudah tersedia,
dampaknya belum maksimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala
Subbidang KI Bapak Muhammad Farhan, S.Sos. yang menyampaikan bahwa:
“Meskipun pendaftaran Kekayaan Intelektual terutama
desain industri Kkini telah dapat dilakukan secara online melalui
website resmi https://desainindustri.dgip.go.id/ kami menyadari
bahwa tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini
secara optimal. Salah satu tantangan yang kami hadapi yaitu
kurangnya edukasi mengenai cara penggunaan website tersebut.
Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pendaftaran
desain industri kini dapat dilakukan dengan website tersebut

yang sebenarnya sangat mempermudah proses pendaftaran.”
(Hasil wawancara 3 Oktober 2024)

Pernyataan tersebut di benarkan oleh Heni selaku pelaku usaha yang
telah mendaftarkan HKI ia mengatakan:

“Awalnya saya kurang mengerti, soalnya belum pernah
ngurus yang kayak begini. Pas buka websitenya juga bingung
apa yang ma di isi. Akhirnya saya datang langsung ke Kanwil
buat tanya-tanya, dan di sana saya dijelasin tahapannya satu per


https://desainindustri.dgip.go.id/
https://desainindustri.dgip.go.id/

satu, jadi pelan-pelan mulai paham.” (Hasil Wawancara 24 Juli
2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pelaku usaha
bernama Heni, terlihat bahwa masih terdapat kendala dalam pemahaman
masyarakat terkait proses pendaftaran kekayaan intelektual secara daring.
Heni menjelaskan bahwa dirinya awalnya merasa kesulitan karena belum
pernah melakukan pengurusan seperti itu sebelumnya. Ketika mencoba
mengakses website, ia merasa bingung dalam mengisi formulir dan mengikuti
tahapan yang ada.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
meskipun terdapat peningkatan jumlah pendaftaran hak desain industri pada
periode 2020 hingga 2023 berkat keberhasilan program sosialisasi dan edukasi
oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, tren ini
tidak berlanjut pada tahun 2024. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sumatera Barat juga melaksanakan strategi penyelenggaraan sosialisasi bagi
pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk edukasi pencegahan pelanggaran
HKI1 dan penguatan pemahaman terhadap 7 jenis HKI (merek, paten, hak
cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak
sirkuit). Meskipun sosialisasi telah dilakukan, banyak peserta yang masih
belum memahami aspek mendasar, seperti cara mendaftar, cara mengecek
merek yang sudah didaftarkan, atau bagaimana mencegah penolakan
permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa materi dan metode penyampaian

dalam sosialisasi belum efektif menjawab kebutuhan informasi masyarakat.



B.

Penurunan tersebut tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya
antusiasme masyarakat, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman
mendalam mengenai pentingnya perlindungan berkelanjutan terhadap desain
industri. Di sisi lain, meskipun inovasi berupa sistem pendaftaran online
melalui website telah tersedia, pemanfaatannya belum optimal karena adanya
masyarakat yang belum memahami cara menggunakan layanan online.

Penurunan permohonan HKI di Sumatera Barat berdampak pada pelaku
usaha dan perlindungan budaya lokal. Jika dibiarkan, hal ini bisa menghambat
pengembangan industri kreatif, penulis memilih untuk meneliti lebih lanjut
dengan judul: “Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Hak

Kekayaan Intelektual di Sumatera Barat.”

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa
permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:
1. Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Sumatera Barat
terhadap pentingnya HKI khususnya Hak Desain Industri
2. Kurangnya pemanfaatan website dgip.go.id dalam pengurusan Hak Desain
Industri.

3. Proses pendaftaran Desain Industri yang memakan waktu cukup lama



C. Batasan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka untuk
menghindari meluasnya pembahasan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan
permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya , maka penulis membatasi
ruang lingkup pembahasan ini hanya meliputi Strategi Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Sumatera Barat Dalam Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat dengan

fokus utama pada Hak Desain Industri.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan
permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera
Barat dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya
pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Sumatera Barat?

2. Faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam meningkatkan
kesadaran Masyarakat Mengenai Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual Di

Sumatera Barat?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini

sebagai berikut :



1. Mendeskripsikan bagaimana Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sumatera Barat dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat
mengenai pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di
Sumatera Barat

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan
Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat
meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai pengurusan Hak Kekayaan

Intelektual di Sumatera Barat.

F. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan pengetahuan tentang strategi peningkatan kesadaran
masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) pada Sumatera Barat.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang
hukum, administrasi negara, terutama terkait dengan pengelolaan
kekayaan intelektual di tingkat daerah.

b. Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat, Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan
referensi bagi masyarakat, terutama UMKM dan individu kreatif, tentang
pentingnya pendaftaran Hak Desain Industri dan cara-cara yang dapat
dilakukan untuk melindungi karya mereka melalui pendaftaran kekayaan

intelektual.
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2. Bagi Instansi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis terkait
efektivitas program sosialisasi, edukasi digital, dan pendampingan teknis
dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
pendaftaran Hak Desain Industri. Hasil penelitian ini juga dapat
membantu dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih
tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

3. Bagi Penulis, Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk
menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan, memperdalam
pemahaman mengenai peran HKI dalam pengembangan Industri Kreatif,
serta menambah wawasan terkait tantangan yang dihadapi dalam

meningkatkan pendaftaran HKI di Sumatera Barat.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sumatera Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup lima unsur: purpose,
environment, direction, action, dan learning. Tujuannya adalah mendorong
masyarakat melakukan pendaftaran HKI secara preventif. Namun, masih banyak
masyarakat yang belum memahami pentingnya HKI dan menganggap pendaftaran
hanya dilakukan saat terjadi sengketa. Secara lingkungan, tantangan utama berasal
dari persepsi bahwa proses pendaftaran rumit dan mahal.

Arahan strategi dijalankan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi,
pemerintah daerah, dan pelaku UMKM guna mendekatkan layanan dan edukasi.
Tindakannya diwujudkan melalui kegiatan seperti Klinik HKI Bergerak, layanan
helpdesk, serta sosialisasi langsung. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui
rapat, pemetaan pemohon, dan pelatihan petugas. Faktor yang memengaruhi
strategi terdiri dari faktor internal, Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan
anggaran, Kurangnya pemahaman berbasis digital, dan kurangnya kesiapan
administratif masyarakat dalam proses pendaftaran, seperti belum memiliki logo
atau dokumen pendukung meskipun sudah difasilitasi oleh dinas.

Oleh karena itu, meskipun strategi yang diterapkan sudah relevan dan
adaptif, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan dengan

memperluas jangkauan wilayah, menambah intensitas edukasi, dan memperkuat
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kerja sama lintas sektor, khususnya dengan pelaku UMKM dan pemerintah
daerah.
B. Saran

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat disarankan
untuk segera melakukan survei atau pemetaan data terkait persentase
masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di wilayahnya. Langkah
ini penting sebagai dasar penyusunan strategi yang lebih tepat sasaran dan
sebagai indikator evaluasi keberhasilan program sosialisasi ke depan.

2. Masyarakat, terutama pelaku UMKM dan IKM, perlu mendapatkan
bimbingan teknis secara langsung mengenai cara pendaftaran HKI secara
daring. Untuk itu, perlu disediakan pendamping atau fasilitator yang dapat
membantu masyarakat dalam memahami proses administrasi digital dan

penggunaan platform dgip.go.id secara praktis dan efisien.
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